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ABSTRAK

Pinjaman online ialah pinjaman cepat berbasis teknologi yang diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), namun beberapa penyelenggara sering lalai dalam menjaga
data pribadi nasabah sehingga menimbulkan banyaknya kasus pemerasan dan
pengancaman Yyang menggunakan sarana teknologi. Penelitian ini untuk
menjelaskan dan menganalisis kedudukan dan penerapan sanksi pidana terhadap
desk collection dalam penyelenggaraan financial technology yang melakukan
tindakan penagihan secara kasar kepada nasabah yang telah gagal bayar dan
pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara aplikasi menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perbuatan penagihan dengan cara berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh
desk collection yang merupakan karyawan korporasi yang bertindak dalam lingkup
pekerjaannya mewakili korporasi, selain desk collection penjatuhan pidana dapat
dikenakan kepada korporasi yang seharusnya “dapat berbuat lain” selain melakukan
tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan normatif empiris, data yang
digunakan data sekunder yang dapat terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library
research (penelitian kepustakaan) dan melakukan wawancara.

Kata Kunci : Financial Technology, Sanksi Pidana Pemerasan dan
Pengancaman, Pertanggungjawaban Pidana.
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